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ABSTRACT 

Land redistribution is an instrument of agrarian reform aimed at providing 

legal certainty over land and strengthening rural livelihoods. However, the success 

of land redistribution is determined not only by asset reform but also by access 

reform and the continued use of land after redistribution. This study analyzes the 

implementation of land redistribution and the utilization of redistributed land in 

supporting the availability of land for food cultivation in Rantau Kalis and 

Kensuray Villages, Kalis District, Kapuas Hulu Regency. A qualitative descriptive-

analytical approach was employed through interviews, field observations, 

document analysis, and spatial analysis based on Land-Use Management Balance 

data and the Regional Spatial Plan. The findings show that asset reform was 

implemented through the determination of redistribution objects and beneficiaries, 

parcel measurement and mapping, review by the Landreform Consideration 

Committee, and the granting of land rights. Rantau Kalis received 306 parcels 

covering 136.9769 ha, while Kensuray received 339 parcels covering 72.8405 ha. 

However, access reform still needs to be strengthened through production facilities, 

road access, capital, assistance, institutions, product processing, and marketing. 

Land utilization in Rantau Kalis contributes more directly through 61.2145 ha of 

irrigated rice fields, whereas Kensuray provides a more diversified contribution 

through 64.2103 ha of mixed gardens. The spatial analysis was used indicatively to 

identify potential cultivation spaces and does not represent the actual utilization of 

each land parcel. The contribution identified in this study is the continued 

availability of actively cultivated land rather than a quantitatively measured 

increase in food production. Therefore, asset reform needs to be accompanied by 

continuous access reform adapted to the characteristics of each village. 

Keywords: access reform, food land availability, land redistribution, rural land use, 

TORA  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan agraria di Indonesia menghadapi sejumlah masalah penting, 

termasuk struktur kepemilikan lahan yang tidak merata dan penurunan jumlah lahan 

pertanian produktif. Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya akses 

masyarakat penggarap, rumah tangga pertanian, dan subjek penerima redistribusi 

tanah terhadap lahan yang dapat diusahakan, serta berpengaruh terhadap 

ketersediaan lahan untuk kegiatan budidaya komoditas pangan. Wiradi (2000) 

menjelaskan bahwa kepemilikan lahan yang tidak merata telah lama menjadi akar 

permasalahan agraria, khususnya di daerah pedesaan, karena petani kecil cenderung 

memiliki akses terbatas terhadap lahan produktif. Lebih lanjut, konversi lahan 

pertanian menjadi kawasan perumahan, industri, dan infrastruktur terus meningkat 

setiap tahunnya (Kumalasari dkk., 2023). Permasalahan tersebut menunjukkan 

adanya tekanan terhadap ketersediaan sumber daya agraria di tengah meningkatnya 

kebutuhan dan permintaan komoditas pangan. 

Pemerintah melaksanakan program redistribusi tanah sebagai bagian dari 

agenda reforma agraria untuk mengatasi masalah ini. Tujuannya bukan hanya untuk 

memperbaiki ketidakadilan kepemilikan lahan, tetapi juga untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan memberikan lebih banyak lahan. Reforma agraria 

dilakukan melalui dua bagian utama: asset reform dan access reform (Winoto, 

2007). Bagian-bagian ini merupakan bagian dari kerangka kebijakan nasional. Asset 

reform adalah tentang memberikan hak atas tanah kepada orang yang tepat, 

sedangkan access reform adalah tentang memastikan bahwa tanah digunakan 

dengan cara terbaik dengan memberikan bantuan berkelanjutan kepada masyarakat 

seperti modal, fasilitas produksi, pendampingan, dan pengembangan infrastruktur. 

(Pujiriyani, 2022; Sihombing dkk., 2021) 

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa redistribusi tanah belum 

sepenuhnya berjalan efektif pada aspek keberlanjutan pemanfaatan lahan pasca-

redistribusi. Alekdjuma (2024) menjelaskan bahwa redistribusi tanah yang 
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bersumber dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) masih menghadapi kendala 

terutama tahap pascareforma agraria, seperti lemahnya sinergi antarinstansi dan 

terbatasnya pendampingan bagi penerima tanah. Akibatnya, tanah yang 

diredistribusikan belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan 

produktif, sehingga manfaat program belum sepenuhnya dirasakan secara maksimal 

oleh masyarakat. 

Perkembangan luas panen dan produksi komoditas pangan mencerminkan 

adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (2025), luas panen padi di Indonesia pada tahun 2024 tercatat 

mencapai 10,05 juta hektare dengan total produksi sebesar 53,14 juta ton gabah 

kering giling (GKG). Salah satu permasalahan yang masih menjadi perhatian adalah 

alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian. Meskipun luas panen dan 

tingkat produksi dipengaruhi oleh berbagai faktor, konversi lahan pertanian tetap 

berpotensi mengurangi kapasitas produksi pangan (Kumalasari dkk., 2023). Oleh 

karena itu, upaya mempertahankan ketersediaan lahan pertanian menjadi penting 

guna mendukung budidaya berbagai komoditas pangan, baik tanaman pangan 

maupun hortikultura yang sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing 

wilayah. 

Fenomena tersebut juga terlihat pada skala regional, termasuk di Provinsi 

Kalimantan Barat. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat 

menunjukkan bahwa pada tahun 2024 produksi padi mencapai 764,78 ribu ton GKG 

dengan luas panen sebesar 247,21 ribu hektare. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan 

salah satu wilayah yang memiliki potensi pertanian cukup besar, ditunjukkan oleh 

luas lahan sawah yang mencapai 25.268 hektare. Namun demikian, pemanfaatan 

lahan pertanian di daerah ini belum berlangsung secara optimal akibat berbagai 

kendala, seperti keterbatasan sarana produksi, infrastruktur pertanian yang belum 

memadai, serta akses pemasaran hasil pertanian yang masih terbatas (Badan Pusat 

Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2025). 

Dalam konteks Kabupaten Kapuas Hulu, penelitian ini difokuskan pada 

pelaksanaan redistribusi tanah Tahun 2023 di Kecamatan Kalis, khususnya di Desa 

Rantau Kalis dan Desa Kensuray. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada 
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pertimbangan bahwa pada kedua desa tersebut telah terdapat indikasi pelaksanaan 

access reform berdasarkan hasil pra-survei peneliti. Di Desa Rantau Kalis, access 

reform diarahkan pada pemberdayaan produk UMKM berbasis komoditas lokal 

hortikultura (antara lain keripik jahe dan produk olahan cabai). Sementara itu, di 

Desa Kensuray terdapat pengembangan komoditas kopi sebagai bagian dari 

penguatan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya konteks 

empiris yang relevan untuk mengkaji keterkaitan pelaksanaan redistribusi tanah 

(asset reform) dan dukungan pascareforma (access reform) dengan pemanfaatan 

lahan oleh penerima. 

Pelaksanaan redistribusi tanah pada lokasi penelitian memiliki potensi untuk 

mendukung ketersediaan lahan pangan di tingkat desa melalui pemanfaatan tanah 

yang telah didistribusikan sebagai ruang untuk kegiatan budidaya. Dalam penelitian 

ini, konsep ketersediaan lahan pangan tidak diartikan sebagai besaran produksi 

pangan, tingkat konsumsi, maupun neraca pangan rumah tangga. Ketersediaan 

lahan pangan lebih difokuskan pada keberadaan ruang budidaya yang masih 

dimanfaatkan secara aktif, tidak dalam kondisi terlantar, serta memiliki keterkaitan 

dengan kegiatan pertanian, hortikultura, pengembangan pangan lokal, kebun 

campuran, dan sumber penghidupan masyarakat desa. Pembatasan definisi tersebut 

diperlukan agar fokus penelitian tetap berada pada pemanfaatan tanah hasil 

redistribusi, bukan pada analisis perubahan produksi pangan sebelum dan sesudah 

pelaksanaan redistribusi tanah. 

Di Desa Rantau Kalis, hubungan antara redistribusi tanah dan ketersediaan 

lahan pangan dapat dilihat dari pola pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Tanah 

hasil redistribusi dimanfaatkan sebagai sawah irigasi, kebun karet, serta lahan untuk 

permukiman. Pemanfaatan sebagai sawah irigasi berkontribusi secara langsung 

terhadap ketersediaan ruang budidaya pangan karena digunakan untuk kegiatan 

produksi padi. Sementara itu, kebun karet dan berbagai komoditas perkebunan 

rakyat lainnya memberikan kontribusi secara tidak langsung melalui dukungannya 

terhadap pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya membantu menjaga 

keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan lahan pertanian. Sementara itu, pada 

Desa Kensuray, keterkaitan tersebut tampak melalui kebun campuran yang memuat 
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hortikultura, biofarmaka, kopi, pangan lokal, dan tanaman kebun lainnya. Dengan 

demikian, penelitian ini tidak menempatkan redistribusi tanah semata-mata sebagai 

legalisasi aset, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk melihat apakah tanah yang 

telah memperoleh kepastian hukum tetap dimanfaatkan sebagai ruang budidaya dan 

ruang hidup masyarakat desa. 

Kajian empiris mengenai keterkaitan pelaksanaan redistribusi tanah, 

dukungan access reform, serta pemanfaatan lahan hasil redistribusi dalam konteks 

mendukung ketersediaan lahan pangan pada tingkat desa masih terbatas, khususnya 

pada konteks Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan 

untuk mengkaji pelaksanaan program redistribusi tanah pada lokasi penelitian 

(terutama aspek asset reform dan access reform) serta menelaah pemanfaatan lahan 

hasil redistribusi dan kontribusinya terhadap ketersediaan lahan pangan di Desa 

Rantau Kalis dan Desa Kensuray, Kecamatan Kalis. 

Dalam penelitian ini, ketersediaan lahan pangan tidak dimaknai sebagai 

ukuran produksi pangan secara kuantitatif, melainkan sebagai ketersediaan ruang 

budidaya yang dapat diakses, dikuasai secara sah, sesuai atau tidak bertentangan 

dengan arahan tata ruang, serta benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, 

perkebunan, hortikultura, kebun campuran, atau komoditas pangan lokal. Oleh 

karena itu, analisis penelitian tidak berhenti pada jumlah bidang tanah yang 

diredistribusikan atau sertipikat yang diterbitkan, tetapi juga menelaah bagaimana 

lahan hasil redistribusi digunakan, dimanfaatkan, didukung melalui access reform, 

dan dipertahankan sebagai ruang budidaya produktif di tingkat desa. 

Dengan batas pemahaman tersebut, redistribusi tanah dalam penelitian ini 

ditempatkan sebagai kebijakan yang memiliki dua sisi penting. Pertama, asset 

reform, yaitu penataan dan pemberian hak atas tanah kepada subjek penerima 

redistribusi. Kedua, access reform, yaitu dukungan lanjutan agar tanah yang telah 

diredistribusikan dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Keduanya 

perlu dibahas secara seimbang karena legalisasi aset tanpa dukungan akses 

produksi, kelembagaan, sarana produksi, pendampingan, infrastruktur, dan 

pemasaran belum tentu mampu mendorong pemanfaatan lahan secara optimal. 
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B. Perumusan Masalah 

Redistribusi tanah merupakan bagian dari reforma agraria yang diarahkan 

untuk memperbaiki struktur penguasaan dan pemilikan tanah melalui penataan aset 

atau asset reform. Namun, keberhasilan redistribusi tanah tidak hanya ditentukan 

oleh tersalurkannya tanah kepada subjek penerima dan terbitnya sertipikat hak atas 

tanah. Redistribusi tanah juga perlu dilihat dari keberlanjutan pemanfaatan tanah 

setelah program dilaksanakan, terutama melalui dukungan access reform yang 

mencakup pendampingan, penguatan kelembagaan, sarana produksi, akses 

permodalan, infrastruktur, dan pemasaran. 

Dalam konteks Kabupaten Kapuas Hulu, redistribusi tanah pada Desa Rantau 

Kalis dan Desa Kensuray, Kecamatan Kalis, memiliki relevansi dengan 

ketersediaan lahan pangan di tingkat desa. Ketersediaan lahan pangan dalam 

penelitian ini tidak dipahami sebagai peningkatan produksi pangan secara langsung, 

melainkan sebagai ketersediaan ruang budidaya yang secara aktual dapat 

dimanfaatkan, sesuai atau tidak bertentangan dengan arahan tata ruang, tidak 

telantar, serta mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, kebun 

campuran, atau komoditas pangan lokal. 

Meskipun program redistribusi tanah telah dilaksanakan, efektivitasnya 

dalam mendukung ketersediaan lahan pangan masih perlu dikaji secara empiris. 

Kajian tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan asset reform 

dan dukungan access reform berjalan pada lokasi penelitian, bagaimana lahan hasil 

redistribusi dimanfaatkan oleh penerima, serta faktor-faktor apa saja yang 

memengaruhi keberlanjutan pemanfaatan lahan tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah, khususnya pada aspek asset reform 

dan dukungan access reform, bagi penerima tanah di Desa Rantau Kalis dan 

Desa Kensuray, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu? 

2. Bagaimana pemanfaatan lahan hasil redistribusi oleh penerima tanah serta 

kontribusinya terhadap ketersediaan lahan pangan di tingkat desa? 
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C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini 

memiliki dua tujuan utama, yaitu: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan redistribusi tanah di Desa 

Rantau Kalis dan Desa Kensuray, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas 

Hulu, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan asset reform, 

penetapan objek dan subjek redistribusi tanah, serta dukungan access reform 

bagi penerima tanah. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan lahan hasil redistribusi 

tanah oleh penerima, termasuk pola penggunaan dan pemanfaatannya, 

faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan lahan, serta kontribusinya 

terhadap ketersediaan lahan pangan sebagai ruang budidaya produktif di 

tingkat desa. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan kajian ilmiah di bidang agraria, khususnya mengenai 

implementasi kebijakan redistribusi tanah melalui kerangka asset reform 

dan access reform. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memperkaya 

kajian mengenai hubungan antara redistribusi tanah, pemanfaatan lahan 

hasil redistribusi, kesesuaian pemanfaatan lahan dengan tata ruang, dan 

ketersediaan lahan pangan di tingkat desa. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor 

Pertanahan, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pemangku 

kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan lanjutan pasca 

redistribusi tanah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penguatan access reform, penyusunan program 

pendampingan, pengembangan kelembagaan, fasilitasi sarana produksi, 

peningkatan akses jalan, serta penguatan pemasaran komoditas lokal agar 
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lahan hasil redistribusi dapat dimanfaatkan secara produktif dan 

berkelanjutan. 

D. Batasan Penelitian 

Agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar dari fokus kajian, penelitian 

ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut: 

1. Penelitian ini membahas redistribusi tanah tahun 2023 di Desa Rantau Kalis 

dan Desa Kensuray, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Fokus 

penelitian diarahkan pada pelaksanaan redistribusi tanah, pemanfaatan 

lahan hasil redistribusi, serta kontribusinya terhadap ketersediaan lahan 

pangan di tingkat desa. 

2. Redistribusi tanah dalam penelitian ini dikaji melalui dua aspek utama, yaitu 

asset reform dan access reform. Asset reform dibatasi pada proses penataan 

aset, penetapan objek dan subjek, serta pemberian hak atas tanah kepada 

penerima redistribusi. Sementara itu, access reform dibatasi pada dukungan 

lanjutan yang berkaitan dengan pendampingan, kelembagaan, sarana 

produksi, modal, akses jalan, pengembangan komoditas, dan pemasaran. 

3. Ketersediaan lahan pangan dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai 

peningkatan produksi pangan secara kuantitatif. Ketersediaan lahan pangan 

dimaknai sebagai ketersediaan ruang budidaya yang dapat dimanfaatkan 

oleh penerima redistribusi tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan, 

hortikultura, kebun campuran, atau komoditas pangan lokal. Dengan 

demikian, ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah keberadaan 

dan keberlanjutan lahan budidaya aktif, bukan capaian produksi pangan 

dalam ton atau nilai ekonomi tertentu. 

4. Fokus pemanfaatan lahan diarahkan pada lahan hasil redistribusi yang 

digunakan sebagai ruang budidaya pertanian, pangan lokal, hortikultura, 

kebun campuran, perkebunan rakyat, dan tempat tinggal sesuai kondisi 

faktual di lokasi penelitian. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan redistribusi tanah dalam rangka 

mendukung ketersediaan lahan pangan di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di 

Desa Rantau Kalis dan Desa Kensuray, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Rantau Kalis dan Desa Kensuray 

telah berjalan melalui penataan aset atau asset reform, yang ditunjukkan 

oleh penetapan objek redistribusi tanah, penetapan subjek penerima, 

pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pembahasan melalui Panitia 

Pertimbangan Landreform, serta pemberian hak atas tanah kepada 

masyarakat penerima. Objek redistribusi tanah pada kedua desa berasal dari 

tanah yang sebelumnya berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan dan 

perubahan batas kawasan hutan, sehingga redistribusi tanah tidak hanya 

menjadi kegiatan administrasi pertanahan, tetapi juga bagian dari 

penyelesaian hubungan hukum antara masyarakat, tanah, dan negara atas 

tanah yang telah lama dikuasai serta dimanfaatkan. Namun, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa asset reform belum cukup untuk menjamin 

keberlanjutan manfaat redistribusi tanah. Dukungan access reform masih 

perlu diperkuat, terutama melalui sarana produksi, akses jalan, modal, 

pendampingan, kelembagaan, pengolahan hasil, dan pemasaran, dengan 

bentuk dukungan yang disesuaikan dengan karakter Desa Rantau Kalis dan 

Desa Kensuray. 

2. Pemanfaatan lahan hasil redistribusi di Desa Rantau Kalis dan Desa 

Kensuray menunjukkan bahwa tanah yang telah diredistribusikan masih 

digunakan sebagai ruang budidaya dan ruang hidup masyarakat. Di Desa 

Rantau Kalis, lahan hasil redistribusi dimanfaatkan sebagai sawah irigasi, 

kebun karet, kebun rakyat, dan tempat tinggal, sehingga kontribusinya 

terhadap ketersediaan lahan pangan tampak lebih langsung melalui ruang 
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budidaya padi serta secara tidak langsung melalui kebun rakyat yang 

menopang pendapatan rumah tangga. Di Desa Kensuray, pemanfaatan lahan 

lebih banyak berbentuk kebun campuran dan tempat tinggal, sehingga 

kontribusinya terhadap ketersediaan lahan pangan bersifat lebih 

terdiversifikasi melalui hortikultura, pangan lokal, biofarmaka, kopi, dan 

tanaman kebun lainnya. Dengan demikian, ketersediaan lahan pangan dalam 

penelitian ini tidak dimaknai sebagai peningkatan produksi pangan secara 

kuantitatif, melainkan sebagai tersedianya ruang budidaya pada tingkat desa 

yang masih dapat diusahakan, tidak telantar pada titik-titik yang diamati, 

serta tidak bertentangan dengan arahan pemanfaatan ruang. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, pelaksanaan redistribusi 

tanah ke depan perlu semakin diintegrasikan dengan agenda penataan akses 

sejak tahap perencanaan. Redistribusi tanah tidak cukup dinilai dari jumlah 

bidang dan sertipikat yang diterbitkan, tetapi juga perlu dilihat dari 

keberlanjutan pemanfaatan tanah setelah sertipikat diberikan. Kantor 

Pertanahan perlu menggunakan data penggunaan dan pemanfaatan tanah hasil 

redistribusi sebagai dasar untuk merancang bentuk access reform yang sesuai 

dengan karakter desa. Pada desa yang memiliki sawah irigasi, dukungan dapat 

diarahkan pada penguatan budidaya pangan. Pada desa yang didominasi kebun 

campuran, dukungan dapat diarahkan pada pengembangan hortikultura, 

biofarmaka, kopi, pengolahan hasil, dan pemasaran. Selain itu, pemantauan 

pascareforma perlu dilakukan secara berkala agar perubahan penggunaan 

tanah, penurunan intensitas budidaya, atau potensi tanah telantar dapat 

diketahui lebih awal.  

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan dinas teknis terkait, 

dukungan pascareforma agraria perlu dirancang secara operasional, lintas 

sektor, dan berbasis kebutuhan lapangan. Pada Desa Rantau Kalis, dukungan 

sebaiknya diarahkan pada penguatan sawah irigasi, budidaya padi, hortikultura 
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lokal, sarana produksi pertanian, pengelolaan irigasi, perbaikan jalan tani, serta 

penguatan komoditas ekonomi seperti karet dan kratom. Pada Desa Kensuray, 

dukungan perlu difokuskan pada pengembangan kebun campuran, hortikultura, 

biofarmaka, kopi, legalitas usaha, pengolahan hasil, akses modal, dan 

pemasaran. Dengan strategi yang dibedakan menurut karakter desa, program 

pascareforma dapat lebih tepat sasaran dan tidak bersifat seragam. 

3. Bagi Pemerintah Desa Rantau Kalis dan Desa Kensuray, data hasil redistribusi 

tanah perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan desa. 

Pemerintah desa dapat menggunakan data pemanfaatan tanah hasil redistribusi 

sebagai dasar penyusunan program pertanian, perbaikan jalan usaha tani, 

penguatan kelompok tani, pendataan kebutuhan sarana produksi, dan 

pengembangan usaha berbasis lahan. Pemerintah desa juga perlu menjaga agar 

tanah hasil redistribusi tetap dimanfaatkan secara aktif dan tidak mengalami 

perubahan penggunaan yang dapat melemahkan fungsi budidaya. Peran 

pemerintah desa penting karena pemerintah desa merupakan pihak yang paling 

dekat dengan penerima redistribusi tanah dan paling mengetahui kebutuhan 

faktual masyarakat di lapangan. 

4. Bagi kelompok tani dan masyarakat penerima redistribusi tanah, sertipikat hak 

atas tanah perlu dipahami bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai dasar 

untuk mengelola tanah secara lebih produktif dan berkelanjutan. Penerima 

redistribusi tanah perlu mempertahankan fungsi budidaya lahan, memperkuat 

kerja sama melalui kelompok tani, dan memanfaatkan peluang pendampingan, 

pelatihan, serta akses pasar yang tersedia. Kelompok tani juga perlu 

meningkatkan perannya sebagai wadah koordinasi, pengajuan kebutuhan usaha 

tani, penguatan kapasitas anggota, dan pengembangan komoditas sesuai 

potensi desa. Dengan demikian, tanah hasil redistribusi tidak hanya menjadi 

aset legal, tetapi juga menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan 

mengumpulkan data produksi, produktivitas, pendapatan rumah tangga, dan 

luasan per komoditas pada masing-masing bidang tanah hasil redistribusi. Data 

tersebut penting agar kontribusi redistribusi tanah dapat dianalisis tidak hanya 
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dari sisi ketersediaan lahan, tetapi juga dari sisi hasil produksi, nilai ekonomi, 

dan keberlanjutan usaha tani. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan 

pendekatan longitudinal untuk melihat perubahan pemanfaatan lahan beberapa 

tahun setelah redistribusi tanah, sehingga dapat diketahui apakah tanah hasil 

redistribusi tetap dipertahankan sebagai ruang budidaya atau mengalami 

perubahan fungsi dari waktu ke waktu. 
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